WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG PROBOLINGGO
DALAM BENTUK DANA BERGULIR DAERAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT

WALIKOTA PROBOLIINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkegan perekonomian
daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah damupok sumber
pandapatan daerah dengan usaha penyertaan modal;

b. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi BPank Pembangunan
Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo dalam pertharbyperekonomian
daerah, perlu didukung dengan struktur permodadaig Kuat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalesiad huruf a dan b
Konsideran ini, serta sebagai pelaksanaan Pasaydi (6) dan ayat (7),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20&ftang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telalahdidéngan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka wemenetapkan
Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembanguaamald Jawa Timur
Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Dadfepada Kelompok
Masyarakat dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 TahubOl&ntang Pembentukan Daerah —daerah

Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa TimurwdaTengah dan Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggald@dstus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbaflkeimbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagantelah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Nelgapablik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara bRkepindonesia
Nomor 3790) ;



10.

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Persefedmatas (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Banknksla (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Edmaib Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telahatl dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Replrainesia Tahun 2004

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indariésmor 4357) ;

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuahigggara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerberatahaNegara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No&o Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtuReraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lstoii@ahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoNd389);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemiantaDaerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NMob#b, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)agaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Ndi2ofahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tald@4 ZLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Edrab Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perinamak@uangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembdemyara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaragafd Republik

Indonesia Nomor 4438);

. Undang — undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UsaikaoMKecil dan

Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tak@@8 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No8&## )4;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgedR#aan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@5 2Bomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&id8)4



Menetapkan

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangb&gian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dadtadpinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran riddgepublik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Riepodionesia Nomor

4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 198ftang Penyertaan
Modal Daerah kepada Pihak Ketiga ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1@98ang Bentuk Hukum
Bank Pembangunan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20ffang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahhdiéyagan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahud62@ntang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Da€ch Probolinggo

Nomor 22 Tahun 2006).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG PROBOLINGGO
DALAM BENTUK DANA BERGULIR DAERAH KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT.

BAB |
KETENTUAN UM UM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probalingag terdiri dari
Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemgdea Pemerintahan
Daerah ;



Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusmaeriptahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomiugias pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam systam prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimakdadhdandang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;

Penyertaan Modal adalah Penggunaan aset untuk mastpemanfaat

ekonomis, manfaat sosial/dan atau manfaat lainnghingga dapat
meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalamkaapglayanan

kepada masyarakat ;

Dana Bergulir adalah usaha untuk memberdayakan oekiomasyarakat

dengan pemberian bantuan modal secara bergulir deepeelompok

masyarakat;

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawar Toabang

Probolinggo yang selanjutnya disingkat PT. BPDndafiabang Probolinggo
adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan DaevahTimur Cabang
Probolinggo ;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang s@hgajdisingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daanghditetapkan dengan
Peraturan Daerah ;

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkdd Bldalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalamskapasebagai unsur
Bendahara Umum Daerabh.

BAB 11
DANA BERGULIR
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan besarnygegaan Modal Pemerintah
Daerah pada PT. BPD Jatim Cabang Probolinggo déenmtuk dana bergulir

kepada kelompok masyarakat.

BAB 111
TUJUAN
Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BPD Jatim Cabang

Probolinggo dalam bentuk dana bergulir kepada kptdomasyarakat adalah :

a. untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daeddn menambah

pendapatan daerah serta terciptanya kesempatai kerj



b. untuk meningkatkan daya saing PT. BPD Jatim Cal&odolinggo dalam
perkembangan ekonomi nasional;

c. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha elagembangan produk
PT. BPD Jatim Cabang Probolinggo; dan

d. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas BPD Jatim Cabang
Probolinggo dalam mendorong pertumbuhan perekonowciéa pemerataan

pembangunan daerah.

BAB IV
JENIS, BESARAN DAN WAKTU SERTA
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Bagian Pertama
Jenis
Pasal 4
(1) Penyertaan Modal pada PT. BPD Jatim Cabang Praguuirditetapkan
dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masgarmdén dianggarkan
dalam APBD ;
(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayateflipakan kekayaan
daerah yang tidak dipisahkan.

Bagian Kedua
Besaran dan Waktu
Pasal 5

(1) Besarnya Penyertaan modal daerah pada PT. BPD d&imgan rincian
sebagai berikut ;

a. Per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 872.463.765apédelratus tujuh
puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribuhtuptus enam puluh
lima rupiah); dan

b. Per Januari 2009 sebesar Rp. 300.000.00¢e-r@kus juta rupiah).

(2) Penyertaan Modal seluruhnya yang ada di Bank sehaga dimaksud pada
ayat (1) sebesar Rp. 1.172.463.765,- (satu milgaatss tujuh puluh dua juta
empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enalmhgima rupiah) ;

(3) Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimanksddnpada ayat (1)

tidak termasuk bunga.



Bagian Ketiga
TataCara
Pasal 6

(1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah BRd&PD Jatim

Cabang Probolinggo dilakukan dalam rangka :

a. meningkatkan struktur permodalan pada PT. BPD Jdiiabang

Probolinggo dalam Pembangunan Daerah ; dan

b. meningkatkan kapasitas pendapatan Daerah.

(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimglada ayat (1),

dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangarab.

Pasal 7
Besarnya penambahan penyertaan modal sebagainmaalksdd dalam Pasal 6,
untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya ditetapldah &epala Daerah pada

Tahun Anggaran berkenaan;

Pasal 8
Kepala Daerah berwenang memproses penyertaan reedadi dengan sistem

dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan pangadndangan.

Pasal 9
Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk memperolajgebsebanding dengan

nilai dana yang disertakan.

Pasal 10
Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disetékéBendahara Umum
Daerah dan dimasukkan dalam APBD untuk Tahun Aragglerkenaan sebagai
kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) jenis pergaio kekayaan daerah
yang tidah dipisahkan.

Pasal 11
Dalam pelaksanaan operasional sebagaimana dimdk$am Pasal 9, dituangkan
dalam Memorandum of Understanding (MOU) yang mekapabagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Penyertaan modal pada PT. BPD Jatim Cabang Prgolipang telah dilakukan
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatdktap berlaku dan dapat

diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undganggiberlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerats@panjang mengenai teknis
pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lejutlaoleh Kepala Daerah
dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymetagngan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembararmb#&eta Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 April 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd

Diundangkan di Probolinggo H.M. BUCHORI
Pada tanggal 29 April 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 7

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
BAMBANG SULISTYONO, SH, MSi
Pembina Tingkat |
NIP. 19561101 198509 1 001




